
SALINAN

 
NOMOR 2/E, 2010  

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG 

NOMOR  5  TAHUN 2010 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  

TAHUN 2005 - 2025  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA    

WALIKOTA MALANG,   

Menimbang :

 

a. bahwa pembangunan ditujukan untuk mewujudkan visi, 

sehingga diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang 

berkelanjutan; 

b. bahwa Kota Malang ke depan akan menghadapi persaingan 

dan ketidakpastian global, dengan pertambahan jumlah 

penduduk dan dinamika masyarakat yang semakin tinggi serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

cepat, sehingga akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi 

dan budaya masyarakat;  

c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 13 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025;  

Mengingat :

 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-

Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551);  
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2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional                                                 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4593);     
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4815); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 5103); 

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8                  

Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang    

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang    

Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Malang Nomor 57);          
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Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG 
dan 

WALIKOTA MALANG  

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH                    

TAHUN 2005 - 2025.   

BAB  I 

KETENTUAN UMUM  

Pasal  1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.   

3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang. 

4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode 

perencanaan. 

5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 

 

2025 yang selanjutnya 

disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah yang selanjutnya disebut 

RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode                

5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota 

dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.   

BAB  II 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  

Pasal  2  

RPJP Daerah merupakan penjabaran dari tujuan otonomi daerah yaitu untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan 

meningkatkan daya saing daerah. 
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Pasal  3  

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat visi, misi dan arah 

pembangunan.  

Pasal  4  

(1) Program Pembangunan Daerah periode Tahun 2005 

 

2025 dilaksanakan sesuai 

dengan RPJP Daerah. 

(2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  

Pasal  5  

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menjadi pedoman dalam penyusunan 

RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program kerja Pemerintah Daerah.   

BAB  III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI  

Pasal  6   

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP 

Daerah. 

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan akan diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.    

BAB  IV  

KETENTUAN PERALIHAN  

Pasal  7  

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari 

kekosongan rencana pembangunan, maka Kepala Daerah yang sedang menjabat 

dalam tahun terakhir RPJP Daerah diwajibkan menyusun rancangan RPJP Daerah 

periode berikutnya. 

(2) Rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai 

acuan untuk menyusun RPJM Daerah.     
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BAB  V 

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal  8   

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.   

Ditetapkan di Malang 
pada tanggal   5   Nopember   2010  

  WALIKOTA MALANG,  

ttd.  

  Drs. PENI SUPARTO, M.AP  

Diundangkan di Malang  
pada tanggal         23         Desember         2010  

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,  

                            ttd.  

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si

 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19580415 198403 1 012  

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI E     

Salinan sesuai aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM,    

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

 

Pembina  
NIP. 19710407 199603 2 003   


